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Abskrak

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahoi kajian secara normatif berkaitan perubahan usia
melangsungkan perkawinan untuk mencegah teradinva perkawinan anak. Melalod metode penelition
secara vuridis mormabif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sisfematis
berdaszarkon peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukom zekunder sebagai
pendukung dalam penulisan ind, maka dapat dikatakan perubahan batas usia para pihak yang akan
terikat perkawinan tidak bisa membantu menekan  ehadings perkawinan anak jika masih
diperbelehkan dilakukan pengajuan dispersasi perkawinan. Sehingga seharusnyva keberlakuan dari
revisi bakas wsia imi bisa bersifat unifikasi yang menginteirasi h.-]:tnlring;un hukum adat dan buzkam
agam yang kembali kepada pemenuban hak-hak anak sebagai generasi penorus bangsa, Selain i
adanya revisi perubahan batas usia para pihak dalam hendak metakukan perkawinan bisa sinkron
dimyan keberfakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk metindungi

kepentingan masa depan amak.
Kata kunci: anak: perkawinan; usia
Pendahuluan

Tegadinva perkawinan maka akan merubah status orang vang melangsangkan
perkawman tersebut, sebagammana pendapat dan B Sebekti babwa perkawinan adalab
pertalian vange sah antara scorang lelaki dan seorang perempuan untek wakto vang lama,?
lMazal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lentang Perkawinan [selanjutnva disebul
Undang-Undang Perkawinan] menyebutkan pengertian dari perkawinan, vang di dalamnya
mengandung pokok-pokok bahwa:

1. Adanya perkawinan maka ada ikatan lahir batin antara kedua belah pihak sebagai suami
istri dan ada hak dan kewajiban vang timbul sebagai akibat terjadinva perkawinam;

2. Perkawinan hanva boleh terjadi pada jenis kelamin vang berbeda;

3. Setiap perkawinan pasti berfujuan untuk membentuk kelnarga vang bahagia dan kekal,
vang arlinya perkawinan diharapkan lerjadi sekali dalam hidup manusia dan lerhindar
dar perceraian

! Fakultas Hokum Undversitas Katolik Darma Cendika, JIn, D, Ir. H. Sockarne Mo, 200 Surabaya |
demasari N sEyahoe.coid
2 Fakultas Hokum Universitas Katolik Darma Cendika, Jln, D Ir, H. Soekarme Moo 201 Surabaya |
andreasaengbharat ukdcfigmail.com
A1 Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 200 &), 42,
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Suami fstri vang melangsungkan perkawinan  haruslah  bertujuan mewujud kan
keluarga atau rumah langga vang bahagia baik secara materiil dan spiritual untuk menuju
perkawinan yang kekal dan abadit Terjadinva perkawinan bukan hanva sebagai identitas
bagi para pihak vang sudah terikat sah dalam perkawinan, namun diutamakan kebersamaan
suami istri untuk mempertahankan dan memperuangkan  perkawinan vang sudah
dilakukan ksa bertaban seumuor hidup, Oleh sebab itu agar tidak terjadi pereeraian
diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan berlindak pada kedua belah pihak. Salah satu
ukuran kedewasaan adalah usia dari para pihak vang melangsungkan perkawinan tersebul.
Kedewasaan ini merupakan suatu fase kehidepan dimana seseorang sedab mampu untuk
berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab ates segala perbuatannya, Usia dewasa jika
berdasarkan pengertion anak dalam Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak vang telah mengalami perubaban dengan adanva Undang-Undang
Nomor 353 Tahun 2014 (sefanjutnva disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dimulai
saat seseorang mencapai 18 (delapan belas) tahum.

Usia seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai
anak vang scharusnys tidak melakukan dan terikat dalam perkawinan, Namun dalam
kenvataannva Mahkamah konstitosi menyatakan babwa Indonesia mengalami darurat
perkawinan anak, hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik tahun 2007 vamg
menunjukkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25 persen berada di 23 provinsi dard 34
provinsi di Indonesia schingga Mahkamah Konstitusi memenintabhkan Dewan Perwakilan
Rakvat (sclanjutnyva discbut DPR) untuk memevisi Undang-Undang Perkawinan mengenai
batas usia parma pihak vang hendak melakukan perkawinans Akhirnya dalam rapat
pengambilan keputusan tngkat satu Panitia Kerja (Panja) DPR merevisi Undang-Undang
Perkawinan bersama Kementerian Pemberdavaan Perempuan dan Anak terkait batas wsia
minimal pthak yang melakukan perkawinan yang discpakati baik untuk pria dan wanita
adalah 19 tabun, Meskipun dilakukan revisi tentang wsia minimal melangsungkan
perkawinan namun masih memberikan kesempatan egadinya petkawinan anak dengan
adanya dispensasi bagi para pihak vang berusia dibawah 19 tahun,

Sevrang anak seharusnya mendapat perlindungan dalam hidupnyva vang didasarkan
pada Masal 52 avat (1) Undang-Undang Momoer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(selamjuinya disebut Uindane-Undang Hak Asasi Manusial yvang menvebutkan bahwa setiap
anak berhak memperoleh pedindungan dari orang tua, keloarga, masyarakat, dan negara.
Bentuk perlindungan dari orang twa merupakan kewajiban yang haros dipenuohi, salah
satunva sebagaimana dalam Pasal 26 aval(l) huref © Undang-Undang Perlindungan Anak
bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memcegah tefjadinya perkawi-
nan pada wsia anak.

Ada tiga artikel yang membahas mengenai batas usia perkawinan, Artikel yang
berjudul Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin : Sejarah, Implikasi Peneltapan Undang-
Undang Perkawinan vang menitikberatkan pada kajian dan analisa segjarah dalam proses
penetapan Undang-Undang Perkawinan vang berimplikasi pada penetapan batas minimal

* Matu Dyatmikawati;, Perkavwinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat [6 Provinsi Bali
Catinjau Dari Undang-Undang Mo, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiman, DIH Jurmal Nmo Hokam,
Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, 7.14., 2001}, 7. ﬂ
% Eva Safitr, ME: Indoresia Darurat Perkawinan Amak, https/ /news. detik com,/berita /o -4 242~
214 fmk-indonesia-darurat-perkawinan-anak, tanggal akses 12 Februan JH,
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usia perkawman sebagmimana diatur dalam Pasal 7 avat (1) dan menvimpulkan babwa

searah dalam penetapan Undang-Lindang Perkawinan ini tidak lepas dari pengaruh sosial
politik, nmamun dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka konsekwensinya
menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya sudah berlakus Artikel
berikutnyva berjudul Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan yang mengkaji tentang makna
kedewasaan schagaimana vang ditentukan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dari
prospektif yuridis, filosofis, dan sosiologis, Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa
undang-urdang  perkawinan tlidak memberikan  penjelasan  secara  definitif  lenlang,
kedewasaan secara vuridis. Kedewasaan secara sosiologis terkait tanggung jawab sosial
karena seseorang vang melangsungkan  perkawinan berarti siap  bertanggung jawab
membimbing  keluarga vang dibinanya dan juga berarti bertanggung jawab terhadap
masyarakat secara fuas. Penentuan kedewasaan secara filosofis berharap para pihak vang
berikat dalam perkawinan menjadi pribadi vang siap menghadapi lantangan dalam hidup
berurmab tangza.’

Artikel pembarding bBerikutnya vang berjudul Elekiivitas Pembatasan  Usia
Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Momor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan, vang
menggunakan metode penelitian vuridis empiris. Kesimpulan vang merupakan hasil dar
penelitian tersebul menunjukkan pengaturan batas usia perkawinan vang ada dalam
Undang-Undang Perkawinan dinilai masih belum efektif karema masih adanyva budaya
perjodohan, orang lua vang lakot jika anak berpacaran terlalu dekat, dan adanva kehamilan
sebelum teradinys perkawinan ®

Penulisan ini berbeda dari ketiga artikel tersebut diatas karena penulisan ini bebib
membahas secara nomatif pengaturan perubahan usia perkawinan vang ditinjau  dari
Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penulisan ini lebih membahas mengenai
adanva batas usia perkawinan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Perubahan usia perkawinan dalam Undang-
Lindang Perkawinan merupakan bagian pembabaruan khususnva pembabaruan di bidang
hukum. Hukum sebagai sualu sistemn vang memperlahankan eksislensinva dari wakiu ke
waktu dan menvediakan suate fungsi sosial akan tetap memperoleh independensi selama
tarik ulur kepentingan dimerangkan oleh keadilan untuk masvarakal bamvak ® Oleh sebab
itu dalam penulisan ini akan dibahas memgemai bagaimana finjauan normatif perubahan
batas usia pihak yang melangsungkan perkawinan dalam rangka mencegah terjadinya
perkawman anak 7

# Ahmad Mastubul Fuad, Ketentoan Batas Mimimal Usia Kawin: Sejaraby Implikasi Penetapan
Undamg-Undang Perkawinan, Petita, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas lslam Megeri Ar-
Ranity Bareda Aceh, 1.1, (3016), 44-45,
T MGhutron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, Al-Hukama The Indomestan Journal of Isbamic
Family Law, Fakultas Syariah dan Huokom Universitas Negerd Islam Sonan Ampel Surabaya, 6.2,
{206}, 334-335.
" Musyarrmofa Bahmawati, Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Mo-
mor T Tahun 1574 Tentang Perkawinan, Jurmal llmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas lrmu Sosial Universitas Negeri Malang, 3.1, (2078), 104
¥ Tegruh Prasetys dan Abdul Halim Barakatullah, Filsafat, Teord, dan Umu Hukum: Pemikiran Menoju
Masyarakal Yang Berkeadilan dan Bermartabat, (Depok | RBajawali Pers, 1017, 37,
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Metode Penelitian

P'erufisan menggunakan kajian vuridis normatif, vang artinya menganalisa hukum
yvang berlako Jdi masvarakat, sehingga penulisan lebibh mengutamakan pada studi pustaka,
yaitu menggunakan bahan hukuom primer dan bahan bukem sekunder.®
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Batas LUsia Pihak Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan

Batas usia para pihak yang hendak melangsumgkan perkawinan selalu dikaitkan
dengan  kedewasaan dengan alasan bahwa diperlukan kedewasaan dalamy menjalani
kehidupan perkawinam agar hanva lerjadi sekali sewmwr hidup dan terhindar dari
perceraian Adanya pembatasan usia perkawinan ini bertujuan agar anak-amak Indonesia
biza mendapatkan masa perdidikan lebih parjang untek memingkatkan kualitas sumbser
dava manusia Indonesia ! Sebelum berdabunva Undang-Undang Perkawiman di Indonesia,
dapat dikatakan terjadi pluralisme hubkum yang mengatur mengenal kedewasaan. Hal ini
terlihat dar adamya hukom agama dan hukum adat vang mengatur lentang batas kedewa-
SAAM,

Dalam hukum Islam, jumhur ulama mengatakan bahwa tanda-tanda hnligh pada anak
laki-laki yaitu keluarmya sperma baik dalam kondisi sadar maopun mimpi, sedangkan pada
anak perempuan dengan mengalami menstruasl, mengandung, atau berdasarkan usia jika
landa-tanda secara fisik tkdak nampak.'? Meskipun demikiam, fugaha® berbeda pendapat
mengenal batas wsia dewasa seseorang vailu adanya pendapatl mazhab Hanafi bahwa
seseorang belum dikatakan dewasa sampai berusia 18 tahun, sedanghkan mazhab Svafi'i dan
Hambali mengatakan usia dewasa teradi pada kizaran 13 mbun,

Pengaturan batas wsia pihak vang akan melakukan perkawinan didalam Kompilasi
Hukum Islam diatur dalam Pasal 15 vang balas usianya merujuk kepada pengaturan vang
ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Adanva perbedaan batasan usia
perkawinan antara pria dan wanita dalam Pasal 7, yvang jika pria berusia 19 tahun dan
wanita berusta 16 tabun sudab diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi MoS(-
T4PULLX/ 304 yang memutuskan batas usia wanita menjadi 18 tahun sebagai bentuk
perlindungan hak-hak anak, maka dengan demikian Kompilasi Hukom Islam mengikuti
ketentuan tersebut vaitu batas usia melakukan perkawinan untu pria minimal berusia 1%
tahun dan wanita minimal berusia 18 ahun* Dalam hukum adat kedewasaan sescorang
dilihat dari bagian anatomi tubuh. Anak perempuan dikatakan dewasa apabila mengalami
haid atau datang bulan dengan buah dada vang semakin menonjof dan panggul vang kian

1 Astria Yull Satvarin Sukendar, Armanda Radssa, Tomy Michael, Penjualan Romedi (ot Goreng bu-
Iyodadi} Sebagal Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil {LIME) Di Desa bulyodadi,
Kabupaten Sidoarjo, [urnal Hukom BEnsis Bonum Commuone Volume 3 Nomaor 1 Febroar 020,
1 Mhmvarrofa. Kahmawati, Elektivitas Pembatasan Usia Perkawiran Berdasarkan Undang-Undang
Momor 1 Tahun 1574 Tentang Perkawinan, Jumal Imiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganega-
raan, Fakultas Il Soskal Universitas Megerd Malamg, 3.1, {2018), 100,
2 Ramadhita, Diskresi Hukum: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, De Jure Jurnal
Ez.ﬂ'i:ds dan Hukum, Fakultas Svariah LN Maulana Malik [brakim Malang, 8.1, {2014), 65-66.
1 Yusuf Hamafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umr {Child MarriagePerspektif Fikth
Islam, HAM Intermasional, dan UL Masional, (Bandung : CV, Mandar Baju; 30115, 20-21.
It Adamya putusan Mahkamah Konstitusi Mo 30-74 ) PUL-XI/ 2004 mengenal batas usia wanita yang
hendak melangrungkan perkawinan minirmal adalah 13 tahun, vang jika ditinjau darni pengertian anak
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka diketabui babwa usia 18 tahun sodah masuk
dalam kategori dewasa
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melebar, sedangkan laki-laki dikatakan dewasa apabila mengalami perubaban pita suara

dan postur tubuh, mengeloarkan air mani, dan telab memiliki nafsu seks, 15 Hal ind senada
dengan pendapal Eomli Almasasmita bahwa pengerlian anak dalam hukum adal adalah
mereka yvang belum menunjukkan atau memperlibatkan tanda-landa =ik vang konkril
babwa @ twlah dewasa Berbeda dengan Hilman Hadikusuma  berpendapat menurut
hukum adat seseorang belum dikatakan dewasa jika crng tersebut befum melangsungkan
perkawinan dan belum berdiri sendin kepas dan tanggung jawab orang tua. Dapat
dikatakan lidak ada pedoman vang baku terkail batas kedewasaan untuk melakukan
perkawinan dalam hwkum adal. Mamun ada kesamaan pengutamaan di dalam hukom
agama dan hukum adat vaitu teqadinya. perubaban fsik pada anak perempoan dan anak
laki-laki,

ldak dapat dipungkiri dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami beberapa kali
perubahan tentang batas usia bagi para pihak yang hendak melakukan perkawinam,
mernrut Ratne Lukite hal ind terjadi dikarernakan (1) befum selesainva kajian teorilis tentang
usia dewasa antara umat Islam dan megara lerkail tenfang wsia minimal perkawinan; (2}
adanya kecendeningan masvarakat dalam melakekan praktik perkawinan vang didazarkan
pada pemahaman fikih atau budava setempat; dan (3} melihat dari kondisi relasi gender
radisional vang masih mekkat kual di masvarakat” Balas usia perkawinan berkaitam
dengan kedewasaan yvang berarti seseorang bukan lagi dalam kategori anak dalam
pengaturan hukum naskonal berbeda-beda, Sebagal contoh dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
LUndang Momor 4 Tahon 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya discbut Undang-
Undang Kescjahterasn Anak) menyebutkan batas wsia anak adalah 21 @bun dan bdom
pernah kawin. Pengaturan batas usia dewasa dalam Undang-Undang i berbeda dengam
vamg ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak vyang dalam Pasal 1 angka 1
menvebulkan seorang anak adalah jika berusia 12 ahun termesuk vang masih ada di dalam
kandungan. Meskipun dipahami adanya fex specialis deroged legd genentll vaitu peraturon vang
khusus mengalahkan vang umum, namun keberadaan Undang-Undang Kesejahteraan Anak
imi memiliki sudul pamdang vang berbeda dengan mengulamakan pada lingkal
kesejahteraan. Pada wsia 21 tahun disnggap anak sudah memiliki indikator kedewasaan
dengan  berdasarkan pertimbangan kematangan sosial,  kemalangan  pribadi, dan
kematangam mental ™

Batas usta untuk melangsungkan perkawinan menjadi bagian vang penting di dalam
hukum, khususnya hukam perkawinan karena seseorang vang melangsungkan perkawinan
dianggap sebagal sesporang vang dewasa secara fisik dan mental, mampu untuk
bertanggung jawal dalamy hidop berumabh tangga vaite dalamy memberi nafkah secara lahir

1" ¥imub Hanati, Kentroverst Perkawiman Anak Di Bawah Umor (Child MarragejPerspektif Fikih
lslam, HAM Intlemasional, dam UL Masional, {Bandung : OV, Mandar Maju, 2001}, 23,
It dbintore Prakesn, Hukum Perlindungan Anak, {Yogyakarta | Lak=Bang, 2006}, 34,
17 Ahrad Masfuful Foad, Eetemtuan Batas bMinimal Usia Kawin Sejarah, Implikasi Pemetapan
LUndang-Undang Perkawiman, Petita, Fakultas Syariah dan Hokum Universitas Islam Megen  Ar-
Fffliry Banda Aceh, 1.1, (2016), 42,
1% ¥osuf Hamabi, Kentroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umor (Child Marriage) Pecspektif Fikih
Islam, HAM Intemasional, dan UL Masional, (Bandong : OV, Mandar Maju, 2001}, 25,
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dan batin. Selain itu kedewasaan dalam melakukan perkawinen secara ilmo hukum jugs
tidak lepas dari kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum vang menimbulkan
akibat hukuem. Seseorang vang belum dewasa dipandang sebagai subjek vang belum
mampu bertmdak sendiri di hadapan hukom, sehingga tindakan hukumnya hames diwakili
oleh orang tua atou waliny,™

Sebagaimana pendapat dari Muhammad Amin Suma vang dikutip Ali lmron bahwa
perkawinan sebagai suatu perbuatan hukumnva it perbuatan dan lingkah laku subjek
hukum yvang membawa akibat hukum karema hukum mempunyai kekuatan mengikat
subkk hukum atau karena subjek hukum it lerikal cleh kekuatan hukoem. 2 Oleh sebab itu
batas wsia melakukan perkawinam vang berkaitan dengan kedewasaan dalam bertindak mi
secarn vuridis membahas mengenai kewenangan untok melakukan perkawinan tanpa
banfuan dari orang fuwa atau walinva, Kesimpangsiuran pengaturan kedewasaan ini
membuka celah terjadinya dispensasi perkawinan vang juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan.

Adanva dispensasi perkawinan berhubungan dengan pelanggaran batas wsia para
pihak vang akan melkukan perkawinan tetap melalui prosedur administratif dengan
pengajuan permohonan ke Pengadilan seperti vang ditentukan Fasal 6 aval (5) Undang-
Undang Perkawinan. Menurat Ateng Svalrudin vang dikutip oleh Bamadhita menyvatakan
bahwa dispersasi bertujuan menembus rintangan vang sebelulnya secara norma lidak
diizinkan, namun karena ada alasan-alasan khusus maka diperbolehkan® Demikian juga
Pengaturan dispensasi dalam Undang-Undang Perkawinan ini kebih bertujuan untuk
mengatasi peristiwa vang ferjadi di masyvamkat, Ada berbagsi pertimbangan pengajuan
permohonan dispensasi antara lain anak sendirl yang menginginkan melangsungkan
perkawinan, telah dilamar ataws tunangan, bahkan keinginan orang tua terhadap anak vang,
sudah memponyai teman lawan jenis daripada terjerumus ke perbuatan viang dilarang
agama, parahnya lagi pengajuan dispensasi dilakukan karena pihak perempuan sudah hamil
terlebih dabulu,

Ada beberapa fakior yang mempengaruhi pengajuan dispensasi perkawinan, vaitu
laklor ekomomi, fakbor budaya, dan faktor rendahnva pendidikan. Faktor ekonomi dalam
pengajuan dispensasi perkawinan erat dengan kemiskinan.Orang twa vang mengalami
beban ekonomi dalam keadaan miskin beranggapan babwa beban ckonomi keluargs
menjadi nngan jika anak-anak sedah menikah, 2 Hal i terutama pada anak perempuan
vang dikawinkan dengan tojuan tidak menjadi tanggung jawab orang fua untuk
menghidupinva melainkan menjadi langgung jawab suaminva, Orang tna torat berperan
dalam terjadinva perkawinan pada anak padahal seperti pendapat Maidin Gultom vang
mengatakan pada hakikatryva anak tidak dapat mefndung dirinva sendin dari berbagai

" A Chufron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, Al-Hukama :The Indomesian Journal of [=lamic
Family Law, Fakultas Svariah dan Hukem Universitas Negeri slam Sunan Ampel Surabaya, 62,
{2016], e
2 Al [mron, Dispensasi Perkawinan Perspektf Perlindungan Anak, Jurnal lmiah Umwe Hukom
Chistie, Fakuoltas Hukum Undversitas Wahid Hasyvim Semarang, 5.1, {2001}, ™,
A Kamadhita, Diskresi Hokum | Pola Penvelesatan Kasus Dispersasi Perkawinan, De fure Jurnal
Svarizh dan Hukum, Fakultas Svarialy UIN Maulana Malik Ibrakim Malang, 8.1, (20014), £7.
= Ramadhita, Diskresi Hokum @ Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, De Jure Jurmal
Syarinh dan Hukwrm, Fakultas Syariah UM baulana Malik Ibrahim Malamg, 6.1, [2004), B,
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macam tindakan yvang menimbulkan kerugion mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang

kehidupan dan penghidupan.® (deh sebab itu seharusnya orang twa memberikan
perlindungan pada anaknva karvena ia belum dapal melindungi dirinva sendiri dan dilibat
dari situasi kondisinva diharapkan jangan sampai terjadi perkawinan anak vang tujuannya
untuk mengurangi beban tanggung jawab orang tua.

Faktor budaya karena adanya anggapan sescorang yang terlambat menikah akan
mendapatkan stigma negatif vaitu perawan tua atan bujang lapuk.* Hal ini berakibat
adanva kebanggaan bagi orang tua vang menikahkan anaknya di kategori usia anak-anak.
Selanmjuinya adalab fakbor rendahnya pendidikan vang berkaitan dengan fakior ekonomi
Svarang amak yvang melangsungkan perkawinan maka dapat dipastikan tidak dapat
melanjutkan pendidikannya karena berfokus pada kehidupen romah tangganya Hal ini
sama dengan pendapat dari Fitria Ma'anf bahwa adanva pola pikir orang tua jika anak
sudah bdak melanjutkan sekolah dapat tetap produktifl dengan menikah dan mengurus
rumak tanggza2*

Masalah Perkawinan Anak Terkail Hak Anak

Terjadinva perkawinan pada anak meskipun ada perselujuan Hakim dari pengajuan
dispensasi perkawinan tetap menunjukkan pemegakan hukum dalam rangka memberikan
perlindungan  terhadap anak masih rendah. Seorang anak schagai generasi bangsa
seharusnyva mengisi hari-harinya dengan hal vang positif dalam rangka mencapai cita-cita
dan impian hidupnyva, Teradinya perkawinan amak memiliki beberapa risiko antara lain
kemalian iba; buat aksara; masalah kesehatan: dan rawan mengalami kekerasan dalam
rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan salah sal ketentuan dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 vang menyatakan bahwa tojuan pembentukan pemerintahan
negara Indoenesia adalah melindungl segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indomesia dan untuk memasjukan kescjahteraan umum don mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pemerintah Indonesia memiliki peran untuk memberikan perlindungan, khususnva
kepada amak-anak Indonesia agar terhindar melakukan perkawinan ketika wsia mereka
masih dalam kategori anak.

Perlindungan terhadap anak adalab segaly usaha untuk bisa menciptakan kondisi agar
setiap anak  bisa melaksanakan hak dam  kewajibanmva  demi  perkembangan dan
pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, dan sosial® Perlindungan terhadap anak ini
sebagal jaminan bahwa anak bisa mendapatkan keamanan, kKelentraman, kedamaian, dan
kesejahteraan dari segala ancaman vang dapat menghambatnya dalam menikmati hiak-
haknya, Ada eopat butir pengakuan masyarakat intemasional atas hak-hak anak, vaito hak

= Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Apak dan Perempuan, (Bandung | Hefika
Acfitama, J14), 69
4 Ramadhita, Diskresi Hukom - Poela Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, De Jure Jurmal
Syariah dan Hokom, Fakultas Syariah UIN Maotama Malik lbeahim Malang, 6.1, (2014), 66,
= Fitria Ma'arif, Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja
Terkait Perndewasaan Usia Perkasinan, Jumal Biometrika dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, 7.1, (ZHE), 423
 Abintorn Prakess, Hukum Pedindungan Anak, (Yogvakarta © LaksBang, X6l Gultom, Maidin
Perlindungan Holum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung : Befika Aditama, J014), 7
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terhadap kelangsungan hidup anak; hak terhadap perlindungan; hak untuk tambuh
kembang: dan hak untuk berpartizsipasi” Hak terhadap kelangsungan hidup anak meliput
hak untuk mempertabankan hidupnya dan berkaitan dengan kesehatan, seorang anak
berbak untuk memperoleh standar keschatan dan perawatan vang baik. Hak terhadap
perlindungan meliput hak perimdungan dar segala tindakon diskriminasi. kekerasan dan
tidak ditelantarkan. Hak untuk tumbuh kembang melipubi hak untuk memperobeh
pendidikan baik formal maupun non formal dan hak ontuk hidup vang layak bagi anak.
Hak untuk berpartisipasi melipati hak untuk bebas mengemukakan pedapat.

Pemerintah Indonesia meralifikasi Konvensi Hak Anak vang ditetapkan melalui
Sudang Umum Persenkatan Bangsa-Bangsa dengan mensahkan Keputusan Presiden Momor
34 Tahun 1990, Konvensi Hak Anak adalah instrumen hokum intemasional paling lenghkap
karema mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politix, ekonomi, dan sosial
serta tanggungjawab dari negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak-hak
iteFKonvensi Hak Anak memiliki dasar filosofi dan yuridis vang kuat, vaitu Secara filosofis
hak anak merupakan bagion dari hak asasi manusia sehingea negara mempunyai anggung
jowab wntuk memenuhi hak-hak anak, Secarm voerdis Komvensi Hak Anak menjadi acoan
negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlin-
dungan hukum bagi pemenuahan hak anak.2?

Pengaturan tentang hak anak dalam Undang-Urndang Hak Asasi Manusia dan
Lindang-Uindang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan pada amak yvang melang-
sungkan perkawinan, Sebagai contoh adamya hak pendidikan pada anak sebagaimana diatur
dalam Pasal 60 avat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 9 Undang-ndang
Perlindungan Anak sudah menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan
dan pengajaran sesual dengan minal, bakal, dan kecerdazannya. Perdidikan merupakan
suatn proses mengembangkan kreatifitas dan menemuokan potensi dalam diri anak, Seorang
anak vang memperoleh pendidikan i bisa bereksplorasi, berkreasi, dan melakukan
ekperimen yang didampingi oleh guru. Anak vang sudah terikat dalam perkawinan tidak
dapat berfokus lagi memperaleh pendidikan dalam hidupnva. Hal nd terjadi karena laki-laki
vamg masih kalegori amak vang sudah owlakukan perkawinan lemtu akan melaksanakan
tanggung jawabnva dalam mencar nafkah entuk keluarganva, sedanghkan perempuan yang
masih kategori anak vang sudah terikat dalam perkawinan tentu akan berfokus pada urusan
domestik kehidupan rumah tangganya. Pasal 62 Undang-Undang Hak Asasi Manusia
menentukan bahwa Setiap anak berhak ontuk memperoleh pelavanan kesehatan dan
jaminan sosial secara lavak, sesual dengan kebutuban fizik dan mental spritualnya.
Terjadinva perkawinan anak tente bertentangan dengan Pasal 62 terutama jika terjadi pada
anak perempuan. Scorang anak perempuan vang mengalami kehamilan dapat berakibat
membahayakan keschatan dirmya karema bensiko teradinya kebamilan prematur vang
melahirkan bayi demgan berat badan dibawah rata-rala dan kematian ibu, bahkan bisa
mengakibatkan keguguran dan kematian. Pada wsia anak-anak, seorang anak mempunyai
hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebaya unluk bermain, berekreasi; dan

= Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak DF Bawah Umur {Child Marriage) Perspekiif Fikih
Islam. HAM Inbermasiomal, dan UL Masional, {Bandung : CV. Mandar Maju, 2011}, 51
= Abu Humerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung © Noansa Cendekia, 2018), 6.
= Abdi Kore, Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan
Siri, {Bandung : Alumni, 2002}, 71,
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berkreasi sesuai dengan usianya sebagaimana diatur dalam Masal 61 Undang-Lindang Hak

Azasi Manosia, Savangnys seorang amak vang sudah terikat perkawinan tidak dapat

memenuhi haknya lersebul karena berfokus dalam kehidupan romah tangganva,

Penutup
Berdasarkan uraian  tersebut diatas, dapat diketabul bahwa  sebagal  bentuk

perlindungan anak agar anak dapal menikmati hak-haknya sudah ada revisi lentang batas

usia para pihak vang akan melangsungkan perkawinan dengan mengatur minimal osia
perempuan dan laki-laki adalah sama 19 tahun, Persamaan batas usia antam perempuan dan
laki-laki ini menunjukkan adanya kesetaraan gender vang diharapkan para pihak vang
melangsungkan perkawinan gpernilik kedewasaan pola pikir dalam menjalankan kehidupan
rumah tangga. Pengaturan batas usia bagi para pihak vang akan melakukan perkawinan
tidak bisa efektifl jika masih bisa dikecualikan dengan adanya dispensasi perkawinan.

Faktor-faktor vang mendorong tegadinya dispensasi perkawinan ini adalah faktor ekonomi,

faktor budava, dam faktor rendabmys pendidikan. Domimasi faktor-faktor i dalam

pengajuan dispensasi perkawinan sedikil banyak akan mempengarobi laju perfumbuhan
penduduk dengan alasan semakin muda melakukan perkawiman maka besar kemungikinan
semakin banvak anak vang dilahirkan sebagai akibat terjadinya perkawinan tersebul.

Pengatuman batas usia untuk melmmgsungkan perkawinan ini diharapkan bisa berjalan
efekiif karena tujuannya meningkatkan sumber dava manusia schagai gencrasi penerus
bangsa dan membaniu kemajuan pembangunan bangsa wvang sudah memasuki era
globalizasi. Dalam rangka meningkatkan pendidikan amak Indonesia pemerintah sudah
meretapkan dan memberikan fasilitas pendidikan gratis berupa wajil belajar secara gralis
yang dimulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, schingga bagi orang
fua vang mempunyasi kewajiban dalam mendidik dan memefibara anask harus memben
semangat pada anak untuk memempuh pendidikan agar bisa meningkatkan bakat dan minat
anak secara oplimal. Dukungan pendidikan bisa meningkatkan kemampuan anak dan anak
bisa meraih cita-citanya untluk memperclel penghidupan vang lebih baik di masa depannya
dan ikut mencegah terjadinya perkawinan pada anak.
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